KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TETIK FAJAR RUWANDARI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK . 25287
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.230.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/70 m2 di KAB / KOTA
GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/54 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah Seluas 2.461 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

4. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 410.000.000

5.  Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/80 m2 di KAB / KOTA
GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

7.  Tanah Seluas 1.137 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

8. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

9. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/100 m2 di KAB / KOTA
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GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1989, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 88.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 726.585.947
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.687.019.321
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 7.838.105.268
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.838.105.268
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD LUKMAN SALEH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 112367
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/60 m2 di KAB / KOTA
GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

4. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL
SENDIRI Rp. 925.000.000

5. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 139.700.000

1. MOTOR, HONDA WIN SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

2. MOTOR, HONDA MCB WIN 100 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
7.700.000

3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
128.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. S

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.119.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 54.000.000

Sub Total Rp. 4.202.700.000

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.202.700.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAYU FIRDAUS
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 113052
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 501.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN ,
HASIL SENDIRI Rp. 101.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SPIN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
3. MOTOR, BSA C11G Tahun 1955, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

34.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 727.000.000
. HUTANG Rp. 100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 627.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.
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Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANTONIUS ARIE WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 133315
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.282.269.792

1. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/52 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/42 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 339.083.486

4. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 156.250.000

5. Tanah Seluas 1.530 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, Rp.
54.000.000

6. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 209.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 315.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/102 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 314.250.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
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SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 349.686.306

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 302.300.000

1. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

2.  MOBIL, HYUNDAI STARGAZER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
268.300.000

3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 438.885.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 15.706.537
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 427.319.008
F. HARTA LAINNYA Rp. 103.847.514
Sub Total Rp. 5.570.327.851
. HUTANG Rp. 534.665.930
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.035.661.921
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LIA SAHARA
2. Jabatan : ANALIS KEUANGAN NEGARA AHLI MUDA
3. NHK : 155265
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 820.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/30 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 254.500.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000

3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

110.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.634.662
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.252.134.662
. HUTANG Rp. 55.555.555
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.196.579.107
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WAHJUDI PRAJOGO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 156955
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/298 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI, Rp. 1.750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 278.000.000
1. MOBIL, MAZDA SUV CX5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NINJA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV 2.0L Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 225.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.298.500.000
. HUTANG Rp. 370.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.928.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PANCA IRVAN SUJIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK 184215
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 25.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Z SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.600.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 300.000.000
Sub Total Rp. 700.600.000
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 700.600.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan




KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ALI MAHMUD
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
3. NHK : 192703
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 478 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KUDUS, Rp. 495.000.000

2. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp.
370.000.000

3. Tanah Seluas 3.205 m2 di KAB / KOTA KUDUS, Rp. 500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 585 m2/170 m2 di KAB / KOTA
KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

5. Tanah Seluas 171 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

6. Tanah Seluas 1.657 m2 di KAB / KOTA KUDUS, HASIL SENDIRI
Rp. 345.000.000

7.  Tanah Seluas 9.130 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI
Rp. 340.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 158.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV RUI 1.5 E CVT CKD Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 155.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 437.600.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.761.738

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 3.663.361.738

. HUTANG Rp. 446.586.507

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.216.775.231
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



